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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 88/DSN-MUI/X1/2013
Tentang ;
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

s AN B oy

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan kesinambungan penghasilan
sesecorang pada saat masa purna bakti, perlu dilakukan
penghimpunan dan pengelolaan dana melalui dana pensiun;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu
untuk mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan
prinsip syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t .:
a. QS. al-Hasyr [59]: 18:
Syl 18 8 a3 8 2 sy dll 1,85 1T ) @l g
b8t & %8l
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat
untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”

b. QS. an-Nisa’ [4]: 29:
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88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun... 2

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,
Allah Maha Penyayang kepadamu.”

c. QS. al-Baqgarah [2]: 275:
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.”

d. QS. Ali-Imran [3]: 130:
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“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah
supaya kamu mendapat keberuntungan.”

e. QS.al-Ma’idah [5]: 1:
;jj.ﬁb Sjsj\ \j,va u.,JJ\ L@_A G
“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
f. QS.an-Nisa’ [4]: 58:
Gl ) eudg of 23k &

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

2

kepada yang berhak menerimanya...
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g. QS. Lugman [31]: 34:
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“Sesungguhnya Allah, hanya di sisi-Nya sajalah ilmu tentang
hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui
apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya
besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di

bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan
Maha Mengenal.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi s.a.w.dari Abu Hurairah:
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“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan
di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari
kiamat; siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang
yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di
dunia dan akhirat, barang siapa menutup aib muslim yang lain,
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

b. Hadis Nabi riwayat Nu’man bin Basyir:
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“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka,
saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh;

/
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Jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut
merasakan susah tidur dan demam.” (HR. Muslim dari Nu’man
bin Basyir)

c. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari, Nabi
s.a.w bersabda:
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“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah

)

bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.’

d. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
Ui g 5 Yols w5 il ) Gradetdl G s 20l

“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram”.

e. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi:
G Got 5 Wls g 5n ) byt I Okl
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.” (HR Tirmidzi)

f. Hadis Nabi Riwayat Hakim:
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“Rasulullah s.a.w.bersabda dalam rangka menasihati seseorang,
“pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara:
sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu

sebelum miskin, waktu Iluangmu sebelum sempit, hidupmu
sebelum matimu’. (HR. Hakim)

g. Atsar Sahabat :
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“Umar ibn Khattab r.a. melewati pintu suatu kaum, seorang laki-
laki tua dan buta bertanya kepadanya, kemudian Umar menepuk
sikunya, dan bertanya: Anda dari golongan ahlil kitab mana?
Laki-laki itu menjawab: dari kelompok Yahudi. Ia berkata: apa
yang mendorongmu datang ke sini? ia menjawab: saya
bermaksud meminta jizyah karena saya sudah tua dan
membutuhkannya. Kemudian Umar r.a. memegang tangannya
dan membawanya pergi ke rumahnya, dan memberinya sesatu
dari rumahnya. Kemudian mengutusnya ke petugas bait al-mal.
Umar r.a. berkata kepada petugas tersebut: perhatikan bapak ini
dan orang—orang sepertinya. Demi Allah kita tidak
memperlakukannya dengan adil, kita mempekerjakannya masa
mudanya, tetapi kita menghinakannya di masa tuannya
(Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin). Orang-orang fakir adalah orang-
orang Islam, sedangkan bapak ini termasuk orang-orang ahli
kitab yang miskin, kemudian Umar r.a. membebaskan kewajiban
membayar jizyah dari orang tersebut dan orang-orang yang sama
dengannya”.

h. Qaul Ulama :
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Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus
pekerjanya ke negeri Bashrah, ia ‘berkata kepadanya: “lihatlah
ahli dzimmah yang bertemu denganmu yang sudah tua dan lemah

serta tidak mampu bekerja, maka cukupilah biaya yang
dibutuhkannya dari baitul mal.”
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1. Qaul Ulama
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“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan baik dengan
imbalanmaupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pernah
mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman,
kepada Urwah untuk membeli kambing, kepada Abu Rafi dalam
menerima pernikahan, dan beliau mengutus pegawai-pegawainya
untuk menerima sedekah (zakat) serta menjadikannya sebagai
amil yang mendapat imbalan”. (Kitab al Mughni, Ibnu Qudamabh,
Kairo, Darul Hadist 2004, juz 6, him 468)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

PRSI NI P RN IR DAV I

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.” (al Asyhbah wa an Nadha'ir,
Imam Suyuthi, him 10)

Jig sl Y
“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan” (a/ Asyhbah wa an
Nadha ir, Imam Suyuthi, him 84)
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’Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkansedapat
mungkin”. (Durar al Hukkam, Ali Haidar, hlm 42)
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“Tindakan atau kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus
berorientasi pada mashlahat”. (Majalah al-Ahkam al- ‘Adliyah, 58)

4. Standar Syar‘i (AAOIFI) No. 31; 4-1:
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“Gharar yang merusak legalitas akad adalah gharar yang terdapat
dalam kontrak bisnis (mu ‘awadhat) dan yang dipersamakan dengan
itu antara lain berupa akad jual-beli, ijarah, dan syarikah. Sebaliknya,
gharar tidak merusak legalitas akad fabarru’ meski dominan, antara
lain akad hibah dan wasiat.”

[em—

. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

2. Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/11/2006 tentang Akad Wakalah
bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;

3. Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUVIII/2006 tentang Akad Tabarru’
pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;

4. Hasil kajian dan mudzakarah yang dilakukan antara DSN-MUI
dengan IKNB OJK dan Asosiasi Dana Pensiun pada tgl 28 Mei
2013, 26 Juni 2013, 2 Juli 2013, 29-30 Agustus 2013 tentang Dana
Pensiun Syariah;

5. Rapat pleno DSN-MUI tanggal 12 Muharram 1435 M/15 November
2013 M.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan
Prinsip Syariah

Pertama :  Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun;

2. Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang
menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;

3. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang
dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan,
selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat
Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta,
dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja;

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun
yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan,
baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana
Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan
asuransi jiwa yang bersangkutan;

]
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5. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan
Manfaat Pensiun bagi Peserta;

6. Program Pensiun luran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang
iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh
iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening
masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun;

7. PPIP-Contributory adalah Program Pensiun yang Pesertanya ikut
mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya;

8. PPIP-Non Contributory adalah adalah Program Pensiun yang
Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program
pensiunnya; iuran untuk penyelenggaraan pensiun hanya dilakukan
oleh Pemberi Kerja;

9. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun
yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau
program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun
Turan Pasti;

10. Program pensiun syariah adalah program pensiun yang dijalankan
dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah;

11. Iuran adalah dana yang diterima Dana Pensiun yang berasal dari
Pemberi Kerja dan/atau Peserta;

12. Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada
penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam
Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan prinsip
syariah;

13. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan
yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pensiun;

14. Vesting Right adalah hak seorang peserta untuk menerima Manfaat
Pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun
waktu tertentu;

15. Locking-in adalah asas penundaan pembayaran manfaat pensiun
bagi Peserta sebelum mencapai usia pensiun;

16. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan
Dana Pensiun;

17. Penerima manfaat pensiun adalah peserta, isteri/suami dari peserta,
anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh
peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;

18. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan
gabul (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak
atau lebih, sesuai prinsip syariah;

]
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19. Akad Hibah adalah akad yang berupa Pemberian dana (Mauhub
bih) dari Pemberi kerja (Wahib) kepada Pekerja (Mauhub lah)
dalam penyelenggaraan pensiun;

20. Akad Hibah bi Syarth adalah hibah yang baru terjadi (efektif)
apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam hal vesting right);

21. Akad Hibah Mugqayyadah adalah hibah, di mana pemberi (Wahib)
menentukan orang-orang/pihak-pihak yang berhak menerima
manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat
pensiun sebelum waktunya (locking in);

22. Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi
kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;

23. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan
upah (ujrah);

24. Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Dana
Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai
Shahibul Mal, pihak lain sebagai Mudharib (pengelola),
keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan
kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila
kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

Kedua : Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada
DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPLK

a. Para Pihak dalam PPIP pada DPLK adalah Pemberi Kerja,
Peserta, Pengelola DPLK (selanjutnya disebut Dana Pensiun
Syariah), Investee, dan Penerima Manfaat Pensiun;

b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi
Syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta
sebagai Penerima (Mauhub lah);

c. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak
yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah
Mugayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;

d. Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah
adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai
Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam
mengelola program pensiun bagi pekerjanya;

e. Dalam PPIP-Contributory, akad antara Peserta dengan Dana
Pensiun Syariah, adalah akad Wakalah bil Ujrah; Peserta
sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil
dalam mengelola program pensiunnya;

/
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f. Akad antara Peserta Mandiri dengan Dana Pensiun Syariah
adalah akad Wakalah bil Ujrah; Peserta sebagai Muwakkil, dan
Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola
program pensiunnya;

g. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer
Investasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akad
Mudharabah. Dana Pensiun Syariah sebagai Muwakkil, dan
Investee/Manajer Investasi sebagai Wakil dalam akad Wakalah
bil Ujrah; dan Dana Pensiun Syariah sebagai Shahib al-Mal,
dan Investee/Manajer Investasi sebagai Mudharib dalam akad
Mudharabah:;

h. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,
Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah;
Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir; dan Bank Kustodian,
Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai 4jir;

i. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non
investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian
(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPLK

a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran
penyelenggaraan program pensiun peserta, dan
menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad
Wakalah bil Ujrah; serta mengacu pada peraturan perundangan
dana pensiun;

b. Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada
Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi
sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan
Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah
dan/atau peraturan perundang-undangan;

c. Dalam hal /ocking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut
hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum
bisa diambil berdasarkan akad Hibah Muqayyadah;

d. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun
Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya,
pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun
yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun
dipercepat, normal, atau ditunda);
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e. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun
diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPLK

a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-
hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;

b. Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan
sesuai dengan Prinsip Syariah;

c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai
dengan Prinsip Syariah;

d. Pengelola DPLK Syariah berhak memperoleh imbalan (ujrah)
atas pengelolaan dana berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah.

4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPLK

a. Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang
dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya,
menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang
ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian
yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan;

b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada
kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan terkait PPIP pada DPPK
1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPPK

a. Para Pihak dalam PPIP pada DPPK adalah Pemberi Kerja,
Peserta, Pengelola DPPK (selanjutnya disebut Dana Pensiun
Syariah), Investee, dan Penerima Manfaat Pensiun;

b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi
Syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta
sebagai Penerima (Mauhub lah);

c. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak
yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah
Mugqayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;

d. Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah
adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai
Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil untuk
menyelenggarakan program pensiun bagi pekerjanya;

e. Dalam hal Contributory, akad antara Peserta dengan Dana
Pensiun Syariah adalah akad Wakalah; Peserta berkedudukan
sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun sebagai Wakil,

]
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f.  Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer
Investasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akad
Mudharabah. Dana Pensiun sebagai Muwakkil, dan
Investee/Manajer Investasi sebagai Wakil dalam akad Wakalah
bil Ujrah; dan Dana Pensiun sebégai Shahib al-Mal, dan
Investee/Manajer Investasi sebagai Mudharib dalam akad
Mudharabah;

g. Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, Penasehat
Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; Dana
Pensiun sebagai Mujjir, dan Bank Kustodian, Penasehat
Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir (Musta jir);

h. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non
investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian
(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPPK

a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran
penyelenggaraan program pensiun peserta, dan
menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad
wakalah serta mengacu pada peraturan perundangan dana
pensiun;

b. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak
yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah
Mugayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;

c. Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada
Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi
sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan
Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah
dan/atau peraturan perundang-undangan;

d. Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa
vesting right, Mauhub bih menjadi milik Pekerja;

e. Dalam hal /ocking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut
hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum
bisa dikuasai secara penuh;

f. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun
Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya,
pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun
yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun
dipercepat, normal, atau ditunda);
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g. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun
diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPPK
a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-
hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
b. Turan yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan
sesuai dengan Prinsip Syariah;
c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai
dengan Prinsip Syariah.

4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPPK

a. luran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang
dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya,
menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang
ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian
yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan;

b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada
kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan terkait PPMP
1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP

a. Para Pihak dalam PPMP adalah Pemberi Kerja, Peserta, Dana
Pensiun Syariah, Investee, Aktuaris, dan Penerima Manfaat
Pensiun;

b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi
syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta
sebagai Penerima (Mauhub lah);

c. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak
yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah
Mugayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;

d. Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah
adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai
Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil,

e. Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad
Wakalah; Peserta berkedudukan sebagai Muwakkil, dan Dana
Pensiun Syariah sebagai Wakil;

f. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non
investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian
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(akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

g. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer
Investasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akad
Mudharabah. Dana Pensiun Syariah sebagai Muwakkil, dan
Investee/Manajer Investasi sebagai Wakil dalam akad wakalah
bil yjrah; dan Dana Pensiun Syariah sebagai Shahib al-Mal,
dan Investee/Manajer Investasi sebagai Mudharib dalam akad
Mudharabah;

h. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,
Penaschat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria
adalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir;
dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik dan
Konsultan Aktuaria sebagai 4jir.

2. Ketentuan [uran PPMP

a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untuk
iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya
kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah;

b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah hibah bi
syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta
sebagai Penerima (Mauhub lah);

c. Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada
Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi
sesuai kesepakatan dan/atau Kketentuan yang ditentukan
Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah
dan/atau peraturan perundang-undangan;

d. Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi memenuhi kewajiban
pada masa vesting right, Mauhub bih menjadi milik Pekerja;

e. Dalam hal /locking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut
hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum
bisa dikuasai secara penuh;

f. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun
Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya,
pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun
yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun
dipercepat, normal, atau ditunda);

g. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun
diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
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3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP
a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-
hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
b. Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan
sesuai dengan Prinsip Syariah;
c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai
dengan Prinsip Syariah.

4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP

a. luran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang
dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya,
menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang
ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian
yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan;

b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada
kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam
penyelenggaraan pensiun berdasarkan prinsip syariah, dilakukan
penyelesaian perselisihan sesuai syariah melalui musyawarah,
mediasi, arbitrase,atau pengadilan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Muharram 1435 H.

15 November 2013 M.
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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